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KREPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEBO
NOMOR : /4€ TAHUN 2014
TENTANG

IZIN OPERASIONAL

REPALA DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

OLAH RAGA KABUPATEN TEBQO,

Surat permohonan dari Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru.
Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Kabupaten Teho,

a. bahwa Unit Sekolah Baru (USB), Sekolah Menengah Pertama Negeri 41

Kabupaten Tebo, di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu perlu
mendapatkan [zin Operasional.

b. bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran izin operasional

telah dinyatakan terpenuhi.

1. Undang—{Indang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Lad

Sarolangun, Kabupaten Tebo. Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Fembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan

Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 NMomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 125) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844): ?/
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Kevangan anga. it

. angan anm_m Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

5 Bara R{*}mblfk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
“gara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang—-Undaug Nomor 12 Tahun 2011

Perat p lentang  Pembentukan
raturan

::erdang—undﬂngem (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional

( Lembaran Negara Republik Indonesia 3413 ) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 )

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4737) :

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan
Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perusahaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855):

1Z. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763):

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelola Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2007 Nomor 1); .;

MEMUTUSKAN



St £ Kepada Umit Sekolah Baruy tersebut dibawah ing ¢

Nama Sekolah  : SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo
Alamat Sekolah  : Dega Pagar Puding,

Kecamatan : Tebo Uln
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini. diberikan hak untuk
penyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

KEDUA :  Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru. Sekolah Menengah Pertama Negeri
41 Kabupaten Tebo, di Desa Papar Puding, Kecamatan Tebo Ulu berusaha
untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yvang

berlaku.

KETIGA - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal I Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo,

2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.

3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.

4. Yth. 5dr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tebo di Muara Tebo,

5. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tebo di Muara Tebo,
6. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tebo di Muara Tebo,



